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NOMOR 503/185/TAHUN 2015

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN BAHDATE;IE:;%I?A
DOUW ATURURE DI DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE PROVI
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GUBERNUR PAPUA,

bahwa rencana pembangunan Bandar Udara Douw
Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire melrupal-can
usaha danfatau kegiatan yang wajib di]engkgm dengan
studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting
terhadap lingkungan hidup akibat rencana pembangunan
Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar
Kabupaten Nabire Provinsi Papua perlu disusun Analisis
Dampak  Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Bandar Udara
Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire
Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan  Propinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Endagg-UndPang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
enetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undane-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan intgs
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

112, Tambahan Lembaran N ik Indonesia
Nomor 4884); | B i [_ AR




Undang-Undang Noemor 26 'I‘.Eahup 2007 tultagf}-::—r”rj'j?:;
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia e : .":i*}r
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara epublik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahu.n EGD?H t:-;:irjgg
Perlindungan dan Pengelolaan rL.mgkunga - fp
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_EGng. mrfi or
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 I'~;h:::lrm':|r1 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemlharan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 23);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Negara Tahun 2014 Nomor 333);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidy
p Nomor 15
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisj Penilaj

Analisis Mengenai Dampak Li i
K&bupatenﬁ{nta: p Ingkungan Hidup
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Memperhatikan

Menetapkan
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13, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ;'I'w;:rnfur
17 Tahun 2013 Tentang Pedoman K-:’_..'tif:t'llt:l.-Jr.-J:l
dalam Proses Analisis Mengenai Dampak

Masyarakat 5¢8 :
Lingkungan Hidup dan [zin Lingkungan;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup N umcurd ?E
Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  serta

Penerbitan Izin Lingkungan;
Repuplik Indonesia

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun
2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua
2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun

2013 Nomor 23);

17. Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 37 Tahun
2001 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya;

1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua
Nomor  660/35/IV/BA/SET-KOM DA/2015, tanggal
27 April 2015,

16.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

MEMUTUSKAN :
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onal meliputi penerimaan
udara, prasarana

¢. kegiatan tahap operasi
udara, workshop,

kerja operasional, prasarana Sisl
darat, depot pengisian pesawat
pengolahan limbah, kantn, )
akses dan fasilitas transportasi, fasi

' 1 ' kan dikaj
£ k Penting Hipotetik (DPH) yang ax i
ot A da hasil pelingkupan

penyediaan listrik, jalan
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KEEMPAT

dalam dokumen AMDAL mengacu pa

dalam dokumen KA adalah sebagai berikut :

s gy i i litas
_ komponen Geo Fisik Kimia meliputi penurunan xua :

; 1..1{1;1122h kebisingan, getaran, €rosi dan sedimentasi,
hidrologi, penurunan kualitas air, limbah padat,
aksesibilitas;

b. komponen Biologi meliputi penurunan biota darat,
penurunan biota perairan;

c. komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya meliputi
meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya
kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat,
perekonomian daerah dan wilayah, persepsi masyarakat,
keresahan masyarakat, interaksi sosial, kesehatan
masyarakat.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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